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BUPATI PROBOLINGGO

FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGOD
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUBI IZInM CANGEUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO
Hahwa dengan telah ditetapkannva Kepdtusan Menteri
Dalam MNegeri HNomor 119 Tahun 1998 |tentang  Ruang
Lingkup dan Jenis—jenis Retribusi Daerah Tingkat I
dan Daesrah Tingkat 11, maka Retribusiglzin Gangguan
merupakan jenis retribusi daerah tingk&t IT =
Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu diatur dengan Feraturan Daesrah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Dasgrah—Dasrah Kabupaten di LingkungangPrupinsi Jawa
Timur 3 ,

Undang-Undang MNomor 1 Tabhun 1247 tenfang Penanaman
Modal Asing {(Lembaran Negara Tahun 12467 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Momor 2818) jd Undang—Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan | dan  Tambahan
Undang—-Undang Nomor 1 Tabhun 1967 tenfang Fenanaman
Modal fAsing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor Z744) 3
Undang-Undang MNomor & Tahun 192568 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri {Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
33; Tambahan Lembaran Negara Momor 3853) jo Undang-
Undang Nomor 12 Tabhun 1270 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor & Tahun | 1968 tentang
Fenanaman PModal Dalam Negeri {Lembaran Negars
Tahun 1974 NMomor 4, Tambahan Lembaran Megara Nomor
2944) ; |
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidana {Lembaran Negara Tahun 1981 Nomogr 75, Tambahan

Lembaran Megara Nomor 3209} ;
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146,
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Undang-Undang HNomor 24 Tahun 1992 tentang FPenataan
Ruang . {(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) i
Undang-Undang dMNomor 18 Tahun 1997 itentang Fajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaranimegara Tahun
1997 MNomor 41, Tambahan Lembaran Negaré Nomor 3493)
Undang-Undang Momor 23 Tahun 1797 tenténg Pengelolaan
Lingkungan Hidup {(Lembaran Negara Tahﬁn i782 Nomor
&8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 369@) H
Undang-Undang Nomor 22 Tabhun i??? tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NEQEF# Tahun 1292
Momor &0) 3 3

FPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun% i3 +tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana {Lembarén Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nﬁgar$ Nomor 3258) ;
Peraturan FPemerintah Nomor 27 Tahun? 1284 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lémbaran Negara
Tahun 1984 HNomor 42, Tambahan Leﬁbaran Negara
Nomor 3338) 3 i

Feraturan Femerintah Nomor Z0 Tahuni 1997 tentancg
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaran MNegara Momor 3692) 3
Keputusan Presiden Republik Indune$ia Momor 33
Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanamangﬂndal -
Keputusan Presiden Republik Indnne#ia Nomor 44
Tahun 17799  tentang Teknik Fenyusuﬁan Feraturan
Perundang—Undangan dan Bentuk Ranc%ngan Undang—
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahidan Rancangan
Keputusan Fresiden i 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |1 Tahun 1985
tentang Tata Cara Pengendalian Peﬁcemaran bagi
Perusahaan—FPerusahaan vang Mengadakan %enanaman Modal
menurut Undang-Undang Momor 1 Tahun 1947 dan  Undang-—
Undang Nomor & Tahun 19468 ; ? .

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nnmnr%4 Tahun 1787
tentang Penertiban FPungutan—-Fungutan d%n Jangka Waktu
Terhadap  Pemberian Izin Undang—ﬂn#ang Gangguan
{Hinder Ordonantie} j j

Feraturan Menteri Dalam Negeri Numnriﬁ Tahun 1992
tentang Rencana Tapak Tanah dan ‘ Tata Tertib
Fengusahaan kKawasan Industri serta Prosedur Pendirian
Izin Mendirikan Bangunan {(IMB) dan Izin Undang-Undang
Gangguan {(UUG}/HO bagi Perusahaan—P¢rusahaan vang

Berlokasi di Luar Kawasan Industri ; }
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numnr?? Tahun 1992
tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
{IMB} serta Izin Undang-Undang Eangguaﬁ {UUG}/HO bagi
Ferusahaan-Ferusahaan vang Berlokasi di Luar Kawasan
Industri g |

1%. ¥Keputusan HMenteri Dalam Negeri Nomor 1?4 Tahun 1997
tentang FPedoman Tata Cara Pemunguﬁan Retribusi
Daerah 3 f

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor il? Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan JEﬂis—Je%is Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II|:

21. Instruksi HMenteri Dalam Negeri Momor F2 Tahun 1794
tentang Felaksanaan Femberian Izin Mendirikan

Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguén Perusahaan.

Dengan persetujuan i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFPATEN PRDBdLINEED

MEMUTUS KAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUFATEN PRDBGL&NEEG TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BEap I
EETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dasrah, adalah Kabupaten Frobolinggo

Pemerintah Daerah, adalah FPemerintah Kabupaten Probplinggo ;
¥epala Dasrah, adalah Bupati Probolinggo

Feiabat adalah FPegawai vang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi sesuai dengan peraturan perundang—undangat vang berlakus
Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang melibuti perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya; hadan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan héntuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, knperasi,i yavasan atan
organisasi yang seienis, lembaga, dana pensiung benkuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnvas ‘

Retribusi PFerizinan Tertentu adalah retribusi #tas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangksa pemberiah izin kepada
orang pribadi atau ‘badan vang dimaksudkan unthk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatgn pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, pras%rana, Sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentirgan umum dan

meniaga kelestarian lingkungan g



Retribusi Izin Gangguan/Tempat Usaha vang selaniutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pemberian izini tempat usaha
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu 4ang menimbul-
kan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan keﬁertiban serta
kelestarian lingkungan tidak termasuk tempat ussha ﬁang lokasinvya
telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintaﬁ Daerah ;

Wajib Hetribusi adslah orang pribadi atau  badan | vang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi

Masa Retribusi adalah suatu jangkae waktu tertentu vang merupakan

¥

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat
usaha 3 |

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnva aisingkat SKRD
adalah surat keputusan yvang menentukan besarnva juélah retribusi
vang terutang 3 3

Surat Tagihan Retribusi Daerah, vang selanjutnva éisingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi da# atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda - ;
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daeraﬁ dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Peéyidik Pegawai
Megeri GSipil, vang selanjuitnyva disebut Penyidik, Euntuk mencari
serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu #embuat terang
tindak pidana di bidang perpaiakan dasrah dan %etribusi yang

terjadi serta menemukan tersangkanva.

EAB II
MAMA, OBYEEK DAN SUBYEEK RETRIBUGI
Fasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retrihusi%atas pelayanan

pemberian izin gangguan/s/tempat usaha vang dapat menim%ulkan bahava,

kerugian dan gangguan masvarakat dan kelestarian Iingk#ngan.

|
|
FPasal 3 }

Obyek Retribusi adalah pelayanan vang diberikan atas pemberian izin

gangguan.

Fasal 4

Subvek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum vang

mendapatkan dan atau mempercleh izin gangguan.




BARBR IIX
GOLONGAN RETRIBUSI

FPasal G ‘
Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribﬁsi perizinan
tertentu.
BEAERB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGEUAN
Pasal & .
Retribusi Izin fHGangguan adalah jasa pelavanan yéng diberikan

FPemerintah Daerah kepada Orang atau Badan Hukum vang berdasarkan

Undang-Undang Gangguan yang kegiatan usahanya di lokasi tertentu vang

dapat menimbulkan bahava, kerugian, dan gangguan pada masyarakat

sekitarnva dan kelestarian lingkungan.

{1}

{1}

{1}

Pasal 7 )
Setiap Orang atau Badan Hukum baik Swasta, Milik |Megara maupun

Milik Daerah vang mendirikan atan memperluas tempat usahanva di

lokasi tertentu dalam HWilayah Kabupaten Probolinggo diwajibkan
memiliki izin gangguan dari Bupati ; :

Bagi setiap 0Orang atau Badan Hukum baik Swasta,i Milik Megara
maupun Milik Daerah vang akan mendirikan; meﬁperluas atau
mendaftarkan ulang dimana usahanva berpotensi meni@bulkan limbah
pencemaran, diwaiibkan melengkapi dengan Analisa Méngenai Dampak
Lingkungan {AMDAL) dan Studi Evaluasi Mengenai Daméak Lingkungan
{SEMDAL ) . |

|
Fasal 8 i
Svarat—-syarat dan tata cara pengajuan permohonan iiin herdasarkan
Undang—-Undang Gangguan (HD} bagi perorangan dvatu¢ lebih laniut
dengan Keputusan Bupati
Svarat—-svarat dan tata cara pengaiuvan permchonan i#in berdasarkan
Undang-Undang Gangguan (HO) bagi peruaahaan~peru5+haan industri
mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 1993.

BEARBR V¥
JANGEA WAKTU BERLAKUNYA
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGEUAN (HO)
FPasal @ _
Jangka waktu berlzakunva Izin Gangguan (HO) dit%tapkan selama

3 {lima} tahun 3




{2} Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dapat dicabut :
a. Atas permintaan sendiri ; |
b. Melanggar ketentuan—ketentuan vyang telah ditetapkan
surat izin atau bertentangan dengan kepentinganiumum 2
c. Dipindahtangankan kespada pihak lain dalam bentu% apapun

persetujuan dari Bupati :

dalam

tanpa

d. Tidak dilaksanakannya pendaftaran ulang dimaksud dalam Pasal T

ayat {(2) Peraturan Daerah ini :

e. Lokasi kegiatan tempat usaha yang bersangkutam sudah

tidak

sesuai lagi dengan peraturan perundang—undangan | vang berlaku g

f. ¥Karena meninggalnya seseorang atau badan hukum selaku pemegang

izin 3

{3} Mekanisme dan prosedur sebagaimana tersebut pada avat (2)

ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

-

pasal  ini, harus dilakukan pendafitaran ulang setiap 3
tazhun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan

oleh Bupati.

BEAB VI
CARA MENGUKUR TINGEKAT PENGGUNAAN JASA
' Pasal 10

{4} Terhadap Izin Gangguan (HO)} sebagaimana dimaksud fada ayat
|
\
\
|
\

pasal

{1}

{tiga)

an pengawasan

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalia# antara luas

ruang tempat usaha, indeks 1lockasi, indeks gangguén dan

lingkungan.

BAEBR VII
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAFAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan hesarnya

tarip

tarit

retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biava ﬁenyelenggaraan

perizinan, meningkatkan pelavanan dan Pendapatan Asli paerah.

BEAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Fasal 12

Untuk setiap pemberian izin gangguan maupun pendaftaran ulang

izin

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 7 Peraturan Dasrah | ini dikenakan

retribusi.




Facal 13

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal| 12 Peraturan

Daesrah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

RULBGE = TL » IL = IG x LRTU

RULIG : Retribusi Undang—Undang Gangguan adalah jumiah biava
retribusi  pemberian izin gangguan vang harus dibavarkan
kepada FPemerintah Daerah.

. : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per (M2 dari  luas
ruang usaha vang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka
sesual dengan kondisi lingkungan. ‘ ‘

L : Indeks Lokasi adalah angka indeks vang be%dasarkan pada
klasifikasi Jalan dengan paramster : |
= Jalan Lingkungan dengan nilai % : 1
— Jalan Seskunder dengan nilai | £ 2
— Jalan Utama dengan nilai : 3

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan

yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

— Bangguan kecil dengan nilai 5 1
— Gangguan menengah dengan nilai : 2
— Bangguan besar dengan nilai : 3

— Apabila Perusahaan digerakan dengan kekuatan mesin ditetap-
kLan sebagai berikut :
¥ kekuatan mesin 1 Fk s/d &0 Pk =
¥ Kekuatan mesin diatas &0 Pk s/d 200 Pk
¥ Kekuatan mesin diatas 200 Pk s/d 300 Pk

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

|
=L

It

I
- -

a. bLingkungan Industri

— tuas ¢ s/d 1000 M2 besar taripnva Rp. 200
— bLuas 1001 s/d 2500 M2 besar taripnva Rp. 225
— fLtuas 2501 M2 keatas besar taripnva Rp. 250

b. bLingkungan Pertockoan dan Pasar

— Luas © s/d 100 M2 besar taripnya Rp. 2200
— Luas 101 s/d 250 M2 besar taripnva Rp. 225
— Luas 251 M2 keatas besar taripnya Rp. 2250

c. Lingkungan Pemukiman /7 Sosial

— Luas O s/d 100 M2 besar taripnva Rp. 400 f
— bLuas 101 s/d 250 M2 besar taripnya Rp. 430
— Luas 251 M2 keatas besar taripnva Rp. 500 i

d. Lingkungan Pergudangan
— Luas O s/d 100 M2 besar taripnva Rp. 200
— Luas 101 s/d 2530 M2 besar taripnva Rp. 225

— Luas 251 M2 keatas besar taripnya Rp. 250




e. Lingkungan Lain — lain

- Luas © s/d S00 M2 hesar taripnvya Rp. 2200

— Luas 301 s/d 15300 M2 besar taripnva Rp. 225

— Luas 1501 M2 keatas besar taripnvya Rp. 250
f. ¥etentuan Lain — lain

Bagi tempat usaha yang menggunakan ruang usaha dengan luas dibawah

S0 M2 dihitung/disamakan dengan luas S0 M2,

Fasal 14 |
Untuk setiap Orang atau Badan Hukum yvang mendaftarkan ﬂlang dikenakan
retribusi sebesar 70 ¥ {(tujuh puluh persen) dari pengemaan atas dasar

golongan Izin Gangguan-

Pasal 1G
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan

Daerah ini disetor ke Kas Daesrah melalui Bendaharawan Khusus FPenerima

{BEF) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Frnbnkingyo,

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Fasal 16
Retribusi terutang pada saat ditetapkan SERD atau dokumen lain  vyang

dipersamakan.

BEAEBEB X
TATA CARA PEMUNGUTAN ‘
Fasal 17 i

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau duku*en lain vang

dipersamakan.

BAB ¥I
WILAYAH FPEMUNBUTAN
Fasal 18

: \
Wilavah pemungutan retribusi izin gangguan adalah Wiléyah Eabupaten

Probolinggo.

BEAB XII
SAMNKSI ADMINISTRASI

Fasal 19
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada |wakitunva atau
kEurang membavar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 0%

{dua persen) setiap bulan dari retribusi vang terutang, tidak atau

kurang bavar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

i Cam



(1}

(1}

(1}
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BEAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
Eepala Dasrah menentukan tanggasl jiatuh tempo pembayvaran dan
penyetoran retribusi vang terutang paling lama 305 {tiga puluh}
hari setelah saat terutang
Tata cara pembayaran, tempat pembavaran dan penundaan pembavaran

retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAaB XIII
TATA CARA PENAGIHAN |
Fasal 21

Felaksanaan penagihan  retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh)

hari seiak iatuh tempo pembayaran dengan meng¢1uarkan surat
i

bavar/penyetoran atau surat lainnya vang sejenis| sebagai  awal
tindakan pelaksanaan
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat

teguran/peringatan/surat lain vang seienis, wajib %Etrihusi harus

melunasi retribusi terutang ; ‘
Surat teguran/penvetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan cleh peiabat yéng ditunjuk.

B A B XIV
KEDAL LWARSA
Pasal 22
Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui| jangka waktu

3 {tiga) tahun terhitung seiak saat terutangnyé retribusi

“kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang

retribusi g
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat {1} pasal ini tertangguh apabila : |
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
bh. Ada pengakuan utang retribusi dari waiib retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

BAaAB XVI
TATA CARA PENGHAFUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDAL UWARSA
Pasal 23

FPiutang retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
Bupati menetapkan Keputusan Fenghapusan FPiutang Rﬂtribusi Daerah

yvang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.




-

(1)

(2}

BAB XVII
KETENTUAN FPIDANA

Fasal 24
Wajiib retribusi vang tidak melaksanakan kewajiba
merugikan  keuangan daesrah diancam pidana kurungan
{enam} bulan ataw denda paling banyak 4

retribusi vang terutang ;

{empat)

sehingga
&5

jumlah

nnya

paling lama

kali

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) paEai ini adalah

pelanggaran.

BEARB XVI
FPENY IDIKAN
Fazal Zé
Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di  linghkung

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
penyidikan
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Acara Pidana j

Hewenang Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1

tindak pidana di bidang retribusi daerah

an Pemerintah

un&uk melakukan

sebagaimana

tentang Hukum

} adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut }menjadi Ighih
lengkap dan jelas 3 :

B. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan ﬁengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ﬁang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retriqusi daerah 3

. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang | pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di  bidang retribusi
daerah

d. Memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dasrah g

e. HMelakukan penggeledahan untuk  mendapatkan | bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen—dokumen : lain, serta
melakukan penyvitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dajrah H

g-. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningdalkan  ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang begrlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atauw dokumen | yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e 3

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan 4indak pidana
retribusi daerah 3 '

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya |dan diperiksa
sebagai tersangka ataun saksis




e i

i. Menghentikan penyidikan j;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum  vang

dapat dipertangguhgjawahkan.

{3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat J(l) pasal ini
memberitahukan dimulainvya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

BEAB XIX
KETENTUAN PENMUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupdten Daerah Tingkat II
Frobolinggo Momor & Tahun 1788 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha
dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yvang telah disahkan dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10
Januari 1989 Nomor &/FP Tahun 1989 sebagaimana diubahiterakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 6
Tahun 1996 vang telah disahkan dengan Keputusan ubernur kKepala
Dasrah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1994 Nomor S559/FP Tahun
17946 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ‘

Pasal 27
Hal-hal yvang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut oleh|Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Feraturan Dasrah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Frobolinggo-

)
Ditetapkan di Frobolinggo
Fada tangga}/{ 26 Pebruari 2000

/ﬁ‘ BUFATI PROBOLINGGO

—=

MURHADI

Diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  Kal wpaten Probolineeo

tanggal . /- /%WYL = 2000 Nomorzﬂ_,_'eg; Seri: & .

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekrogaris Daerah
=

MUHADI SUY(ONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416
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PEMJIELASAN UMUM
ATAS
FERATURAM DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
MOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI I7IN GANGGUAN

PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan| Undang-Undang

Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Feraturan Femerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahyn 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis—Jdenis Retribusi Daerah Iingkat I dan
Daerah Tingkat II , maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi
Dasrah vang luas,; nyata dan bertanggungiawa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun| 1999 tentang
Femerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan dtn Fembangunan
Dasrah memerlukan biava vang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) khususnya vang bersumber dari Retribusi Daerah s
perlu ditetapkan Reilribusi Izin Eangguan Kabupaten FProbolingoo

dengan, Peraturan Daerah.

FPEMJEL ASAN FASAL DEMI PASAL :
Fasal 1 : Cukup ielas
Fasal 2 : — Yang dapat menimbulkan bahava

kepada masyarakat dalah dampak
vang ditimbulkan daptt membahayakan
masvarakat. |

- Yang dimaksud dapat menimbulkan
kerugian adalah perusakan materi
akibat dampak kegiatpn usaha.

— ¥ang )dimaksud dapat menimbulkan
gangguan masyarakat adalah gangguan
dalam bentuk kebisingan, getaran
dan dampak sosial secara luas.

— Yang dimaksud perusakan lingkungan
adalah pencemaran udara, pencemaran
sungai, perusak struktur tanah dan
lain sebagainva.

FPasal Cukup jelas




